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PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri dibuka pukul 19.40 WIB oleh Ketua Komisi Il DPR R,
Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 sebesar
Rp13.177.760.000.000,- dengan rincian :

e Rupiah Murni sebesar Rp12.101.831.800.000,-, terdiri atas Pagu Mengikat
sebesar Rp469.725.300.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar
Rp11.632.106.500.000,-,

e Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp28.708.700.000,-, dan
e Penerimaan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp1.047.219.500.000,-

Dari Pagu tersebut akan dialokasikan untuk 13 (tiga belas) Program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp217.065.340.000,- terdiri
atas Pagu Mengikat sebesar Rpl104.477.840.000,-, dan Pagu Tidak
Mengikat sebesar Rp116.587.500.000,-.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam
Negeri sebesar Rp519.482.000.000,-.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Dalam Negeri sebesar Rp42.248.800.000,- terdiri atas Pagu Mengikat
sebesar Rp34.635.700.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar
Rp6.000.000.000,- serta an PHLN sebesar Rp1.613.100.000,-.

4. Program Penilitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebesar
Rp35.101.810.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar Rp11.801.810.000,-
dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp23.300.000.000,-.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri
sebesar Rpl157.221.887.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar
Rp38.729.420.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp90.565.246.000,-
PNBP sebesar Rp24.824.721.000,- serta PHLN sebesar Rp3.102.500.000,-.

6. Program Bina Daerah sebesar Rp189.467.200.000,- terdiri atas Pagu
Mengikat sebesar Rp23.995.158.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar
Rp142.193.842.000,- serta PHLN sebesar Rp23.278.200.000,-.

7. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebesar
Rp202.020.000.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar

Rp17.661.045.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar
Rp105.930.555.000,- serta PHLN sebesar Rp78.428.400.000,-.

8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar
Rp252.565.000.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar
Rp19.306.000.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar

Rp218.240.800.000,- serta PHLN sebesar Rp15.018.200.000,-.

9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah sebesar
Rp61.100.000.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar Rp15.000.000.000,-
dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp46.100.000.000,-.



10. Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar
Rp1.110.392.000.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar
Rp29.905.162.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar
Rp1.080.486.838.000,-.

11. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politk  sebesar
Rp129.100.000.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar
Rp14.529.812.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar
Rp114.570.188.000,-.

12. Program Pendidikan Kepamongprajaan sebesar Rp228.595.960.000,- terdiri
atas Pagu Mengikat sebesar Rp134.539.000.000,-, dan Pagu Tidak
Mengikat sebesar Rp90.172.960.000,- dan PHLN sebesar
Rp3.884.000.000,-.

13. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar
Rp10.033.400.000.000,- sudah termasuk anggaran Kegiatan Peningkatan

Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) sebesar
Rp9.853.000.000.000,- terdiri atas Pagu Mengikat sebesar
Rp29.114.330.000,-, dan Pagu Tidak Mengikat sebesar

Rp9.078.475.570.000,- serta PHLN sebesar Rp925.779.100.000,-.

Dari total Pagu Indikatif tersebut masih terdapat kekurangan pagu sebesar
Rp2.279.900.000.000,- (Rupiah Murni sebesar Rp1.600.000.000.000,- untuk
penerapan SIAK dan e-KTP, serta PHLN sebesar Rp679.900.000.000,-). Dari
kekurangan pagu tersebut akan digunakan untuk Program/Kegiatan, yaitu:

e Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.587.000.000,- (PHLN) yang akan
digunakan Penguatan Sistem Pengawasan (PRO-STAR);

e Program Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah sebesar
Rp63.784.000.000,- (PHLN) vyang akan digunakan untuk kegiatan
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah (SCBD);

e Program Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
sebesar Rp1.600.000.000.000,- (Rupiah Murni) yang akan digunakan untuk
penerapan SIAK dan Pelaksanaan e-KTP (tambahan cakupan
Kabupaten/Kota); dan

e Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
sebesar Rp587.229.000.000,- (PHLN) dan Program Fasilitasi Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PNPM-LMP) sebesar
Rp27.300.000.000,- (PHLN).

KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan
penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi Il DPR RI dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Terhadap Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011
sebesar Rp13.177.760.000.000,- (tiga belas triliun seratus tujuh puluh tujuh
miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), Komisi Il DPR RI dapat
menyetujuinya, sedangkan terkait dengan rincian Program/Kegiatan dan
pengalokasian anggarannya Komisi [l DPR RI meminta kepada Kementerian
Dalam Negeri untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antar satuan kerja
sehingga tidak terjadi tumpang tindih.



2. Terhadap usulan anggaran tambahan Kementerian Dalam Negeri Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp2.279.900.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh
puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), Komisi Il DPR Rl memberi
kesempatan kepada Kementerian Dalam Negeri membuat uraian kegiatan
dan alokasi anggarannya secara lebih terperinci dan disampaikan kepada
Komisi Il DPR RI selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2010.

3. Komisi Il DPR RI berpendapat bahwa perlu adanya anggaran tambahan untuk
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah dan
Penguatan Wawasan Kebangsaan serta Integrasi Nasional serta
Pembangunan Kampus IPDN dan Operasional Pendidikan di Provinsi Papua,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Rapat ditutup Pukul 00.15 WIB.

JAKARTA, 3 Juni 2010

PIMPINAN KOMISI Il DPR RI
KETUA,

ttd

H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH..MH
A-178




